BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah /Barat dan Daerah [stimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008
Nomor 2 Seri E);

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25)

pada Lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran I Romawi I[. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A.
KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf d. Pengelola
Anggaran Belanja Non Gaji Keterangan angka 3) Kompensasi jabatan

bendaharawan pengeluaran pembantu diberikan berdasarkan jumlah




anggaran yang dikelola di tingkat Bagian/Bidang/Seksi diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Keterangan:

3) Kompensasi jabatan bendaharawan pengeluaran pembantu
diberikan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola di tingkat
Bagian/Bidang/Seksi, kecuali untuk bendahara pengeluaran
pembantu pada UPTD Dinas Pendidikan dapat diberikan

kompensasi jabatan sebagai berikut:

Jumlah Anggaran .
No. . Kompensasi (Rp)
Belanja (Rp)
1 |>50jts.d 200 jt 300.000
2 |>200s.d. 500 jt 375.000
3 | >500jt 475.000

Lampiran I Romawi [. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A.
KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf 1. Kompensasi Kerja
Non-PNS angka 5) Penunjang Operasional Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan kompensasi bulanan huruf f) Protokol dan huruf g)
Petugas liputan berita diubah sehingga berbunyi:

5) Penunjang Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan

kompensasi bulanan

No. URAIAN SATUAN | HARGA (Rp) KET
f) | Protokol OB 2.500.000
g) | Petugas liputan berita OB 3.000.000

Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A.
KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf 1. Kompensasi Kerja
Non-PNS setelah angka 22) Kompensasi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan dan Pendamping KUBE ditambah satu angka yakni angka
22a). Kompensasi Pelayanan Inseminasi Buatan sehingga berbunyi
sebagai berikut:

22a). Kompensasi Pelayanan Inseminasi Buatan:

No. Uraian Satuan | Harga (Rp) Ket.

1 | Petugas Pelayanan Per ekor 50.000

Inseminasi Buatan




Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA
PERJALANAN DINAS angka 1. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.  Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

a) Uang Harian

Tarif (Rp)
No. Jabatan Sat Antar Antar Dalam
nan Kabupaten | Kecamatan | Kecamatan
1 2 3 4 S 6
1 | Bupati/ OH 170.000 125.000 -
Wakil Bupati
2 | Pimpinan OH 170.000 125.000 -
DPRD
3 | Anggota OH 170.000 125.000 -
DPRD
4 | Sekretaris OH 150.000 100.000 -
Daerah
S | Pejabat OH 120.000 90.000 -
Eselon II
6 | Pejabat OH 110.000 80.000 45.000
Eselon III/
Ketua/ Wakil
Ketua
Lembaga
7 | Pejabat OH 100.000 70.000 40.000
Eselon IV
8 | Staf Gol OH 80.000 60.000 35.000
IV/Gol
[II/Non PNS
9 | Staf Gol II/I OH 70.000 50.000 30.000
dan
PHL/PTT/
Pegawai
Kontrak
Bulanan
Keterangan:

1) diberikan secara lumpsum;




2) biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan
dipergunakan bagi pejabat/pegawai/Non PNS di
lingkungan Kecamatan.

b) Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No. Jabatan Orang/hari
1) Bupati/Wakil 600.000
Bupati/Ketua DPRD
2) | Wakil Ketua DPRD 500.000
3) Anggota DPRD/Sekretaris 400.000
Daerah

Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA
PERJALANAN DINAS angka 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri huruf
b. Uang Harian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b) Uang Harian

1) Transport Lokal

Tarif (Rp)

Bupati/Wakil Pejabat Eselon

No. Provinsi Satuan Bupati/Ketua/ [IB/III/1IV, Staf,

Wakil Ketua/ Non PNS, PHL/

Anggota DPRD/ PTT/Pegawai

Sekretaris Daerah | Kontrak Bulanan
1 Aceh OH 800.000 281.250
2 Sumatera Utara OH 750.000 337.500
3 Riau OH 689.000 591.000
4 Kepulauan Riau OH 1.050.000 600.000
5 Jambi OH 750.000 487.500
6 Sumatera Barat OH 700.000 337.500
7 Sumatera Selatan OH 811.500 562.500
8 Lampung OH 800.000 300.000
9 Bengkulu OH 784.000 487.500
10 | Bangka Belitung OH 850.000 450.000
11 | Banten OH 800.000 562.500
12 | Jawa Barat OH 750.000 487.500
13 | D.K.I. Jakarta OH 750.000 562.500
14 | Jawa Tengah OH 700.000 450.000




Tarif (Rp)

Bupati/Wakil Pejabat Eselon
No. Provinsi Satuan Bupati/Ketua/ [IB/III/IV, Staf,
Wakil Ketua/ Non PNS, PHL/
Anggota DPRD/ PTT/Pegawai
Sekretaris Daerah | Kontrak Bulanan
15 | Jawa Timur OH 800.000 450.000
16 | Bali OH 825.000 428.250
17 | Nusa Tenggara OH 700.000 525.000
Barat
18 | Nusa Tenggara OH 800.000 375.000
Timur
19 | Kalimantan Barat OH 1.000.000 375.000
20 | Kalimantan OH 850.000 487.500
Tengah
21 | Kalimantan OH 700.000 450.000
Selatan
22 | Kalimantan OH 700.000 487.500
Timur
23 | Kalimantan Utara OH 1.000.000 600.000
24 | Sulawesi Utara OH 750.000 500.000
25 | Gorontalo OH 700.000 375.000
26 | Sulawesi Barat OH 1.000.000 262.500
27 | Sulawesi Selatan OH 700.000 550.000
28 | Sulawesi Tengah OH 650.000 375.000
29 | Sulawesi OH 1.050.000 337.500
Tenggara
30 | Maluku OH 1.000.000 431.250
31 | Maluku Utara OH 990.000 300.000
32 | Papua OH 1.000.000 525.000
33 | Papua Barat OH 900.000 700.000




2) Uang Makan

Tarif (Rp)
Bupati/Wakil Pejabat Eselon
No. Provinsi Bupati/Ketua/Wakil | IIB/III/IV, Staf,
Satuan Ketua/Anggota Non PNS, PHL/
DPRD/ Sekretaris PTT/Pegawai
Daerah Kontrak Bulanan
1 | Aceh OH 341.250 195.000
2 | Sumatera Utara OH 535.500 306.000
3 | Riau OH 320.250 183.000
4 | Kepulauan Riau OH 378.000 216.000
S | Jambi OH 410.025 234.300
6 | Sumatera Barat OH 446.250 255.000
7 | Sumatera Selatan OH 372.750 213.000
8 | Lampung OH 399.000 228.000
9 | Bengkulu OH 483.000 276.000
10 | Bangka Belitung OH 367.500 210.000
11 | Banten OH 525.000 300.000
12 | Jawa Barat OH 577.500 330.000
13 | D.K.I. Jakarta OH 483.000 322.000
14 | Jawa Tengah OH 399.000 228.000
15 | Jawa Timur OH 406.875 232.500
16 | Bali OH 320.250 183.000
17 | Nusa Tenggara OH 367.500 210.000
Barat
18 | Nusa Tenggara OH 315.000 180.000
Timur
19 | Kalimantan Barat OH 315.000 180.000
20 | Kalimantan OH 367.500 210.000
Tengah
21 | Kalimantan OH 498.750 285.000
Selatan
22 | Kalimantan Timur OH 502.110 286.920
23 | Kalimantan Utara OH 446.250 255.000
24 | Sulawesi Utara OH 367.500 210.000
25 | Gorontalo OH 331.500 189.450




Tarif (Rp)

Bupati/Wakil Pejabat Eselon

No. Provinsi Bupati/Ketua/Wakil | [IB/III/IV, Staf,

Satuan Ketua/Anggota Non PNS, PHL/

DPRD/ Sekretaris PTT/Pegawai
Daerah Kontrak Bulanan
26 | Sulawesi Barat OH 420.000 240.000
27 | Sulawesi Selatan OH 262.500 150.000
28 | Sulawesi Tengah OH 577.500 330.000
29 | Sulawesi OH 372.750 213.000
Tenggara

30 | Maluku OH 393.750 225.000
31 | Maluku Utara OH 315.000 180.000
32 | Papua OH 388.500 222.000
33 | Papua Barat OH 719.250 411.000




3) Uang Saku

Tarif (Rp)
untuk
Bupati/Wakil PNS
Pejabat PNS Gol II,
Bupati/Ketua/ Golongan
o Eselon 1V, I dan PHL/
No. Provinsi Sat Wakil Ketua Anggota Pejabat Pejabat IV dan
dan Ketua/ PTT
uan DPRD/ DPRD Eselon IIB | Eselon III Golongan
Wakil Ketua /Pegawai
Sekretaris III/Non
Lembaga. Kontrak
Daerah PNS

Bulanan
1 | Aceh OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
2 | Sumatera Utara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
3 | Riau OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
4 | Kepulauan Riau OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
5 | Jambi OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
6 | Sumatera Barat OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
7 | Sumatera Selatan OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
8 | Lampung OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
9 | Bengkulu OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
10 | Bangka Belitung OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
11 | Banten OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
12 | Jawa Barat OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000




Tarif (Rp)

untuk
Bupati/Wakil PNS
Pejabat PNS Gol II,
Bupati/Ketua/ Golongan
o Eselon 1V, I dan PHL/
No. Provinsi Sat Wakil Ketua Anggota Pejabat Pejabat IV dan
dan Ketua/ PTT
uan DPRD/ DPRD Eselon IIB | Eselon III Golongan
Wakil Ketua /Pegawai
Sekretaris III/Non
Lembaga. Kontrak
Daerah PNS

Bulanan
13 | D.K.I. Jakarta OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
14 | Jawa Tengah OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
15 | Jawa Timur OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
16 | Bali OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
17 | Nusa Tenggara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000

Barat
18 | Nusa Tenggara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
Timur

19 | Kalimantan Barat OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
20 | Kalimantan Tengah | OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
21 | Kalimantan Selatan | OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
22 | Kalimantan Timur OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
23 | Kalimantan Utara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000




Tarif (Rp)

untuk
Bupati/Wakil PNS
Pejabat PNS Gol II,
Bupati/Ketua/ Golongan
o Eselon 1V, I dan PHL/
No. Provinsi Sat Wakil Ketua Anggota Pejabat Pejabat IV dan
dan Ketua/ PTT
uan DPRD/ DPRD Eselon IIB | Eselon III Golongan
Wakil Ketua /Pegawai
Sekretaris III/Non
Lembaga. Kontrak
Daerah PNS

Bulanan
24 | Sulawesi Utara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
25 | Gorontalo OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
26 | Sulawesi Barat OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
27 | Sulawesi Selatan OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
28 | Sulawesi Tengah OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
29 | Sulawesi Tenggara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
30 | Maluku OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
31 | Maluku Utara OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
32 | Papua OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000
33 | Papua Barat OH 960.000 760.000 600.000 500.000 420.000 285.000 225.000




Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA
PERJALANAN DINAS angka 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri huruf d)

Uang Representasi untuk perjalanan dinas sebagai berikut diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

d) Uang Representasi untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

No. Jabatan Orang/hari

1) | Bupati/Wakil 700.000
Bupati/Ketua
DPRD

2) | Wakil Ketua 600.000
DPRD

3) | Sekretaris 500.000
Daerah/Anggota
DPRD

4) | Eselon IIb 200.000

Uang representasi diberikan:

(1)

(2)

kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD,
pejabat eselon II yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya atau PNS yang melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh atasannya;

besaran uang representasi diberikan paling banyak 4 (empat)

hari.

Lampiran II Romawi I. STANDARDISASI HARGA SARANA KERJA setelah
huruf Q. SEWA GEDUNG/TEMPAT DAN KELENGKAPANNYA disisipkan

satu huruf yakni huruf Q1. Sewa Angkutan Darat Dalam DIY sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Q1. Sewa Angkutan Darat dalam DIY:

No. Jenis kendaraan Satuan Harga (Rp)
1. |Pickup Unit 300.000,00
2. | Truck Unit 800.000,00
3. | Setara Hiace Unit 1.300.000,00
4. | Micro Bus Unit 1.800.000,00
5. | Bus Besar Unit 3.500.000,00
Keterangan:

Biaya sewa termasuk biaya sopir dan BBM




Lampiran II Romawi II. STANDARDISASI HARGA KONSTRUKSI huruf G.
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
G. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH
NO. URAIAN SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 | Mandor Hr 124.000
2 | Tenaga Hr 94.000
3 | Kepala tukang batu Hr 117.000
4 | Tukang batu Hr 109.000
S | Pembantu tukang batu Hr 94.000
7 | Tukang pasang keramik Hr 117.000
6 | Kepala tukang kayu Hr 124.000
8 | Tukang kayu kasar Hr 109.000
9 | Tukang kayu halus Hr 117.000
10 | Pembantu tukang kayu Hr 102.000
11 | Kepala tukang besi Hr 117.000
12 | Tukang besi Hr 110.000
13 | Pembantu tukang besi Hr 94.000
14 | Kepala tukang cat Hr 117.000
15 | Tukang cat Hr 110.000
16 | Tukang listrik Hr 124.000
17 | Tenaga (pekerjaan Hr 102.000
listrik)
18 | Tukang pipa Hr 117.000
19 | Tukang gali sumur Hr 275.000 | Tanah Biasa,
1 Hari 1 m3
20 | Kepala tukang aspal Hr 117.000
21 | Juru godog Hr 109.000
22 | Juru semprot Hr 109.000
23 | Mekanik terlatih Hr 124.000
24 | Pembantu mekanik Hr 117.000
25 | Operator mekanik Hr 124.000
terlatih
26 | Operator mekanik semi Hr 117.000
terlatih




(1) (2) (3) (4) (5)

27 | Pembantu operator Hr 102.000
mekanik

29 | Sopir Hr 117.000

28 | Pembantu sopir Hr 102.000

30 | Petugas jaga malam Hr 94.000

31 | Tenaga kebersihan Hr 94.000
(cleaning service)

32 | Operator alat berat Hr 124.000

33 | Pembantu operator alat Hr 94.000
berat

34 | Tukang bongkar Hr 124.000

35 | Pekerja galian dan urug Hr 94.000

36 | Tukang pipa air bersih Hr 109.000

37 | Tenaga taman Hr 85.000

38 | Tenaga ahli Hr 105.000
pemangkasan Taman

39 | Tenaga teknis taman Hr 110.000

40 | Kepala instalasi limbah Hr 100.000

41 | Tenaga mekanik Hr 85.000
instalasi limbah

42 | Tenaga administrasi Hr 85.000
instalasi limbah

43 | Tenaga operator Hr 85.000
instalasi limbah

44 | Tenaga keamanan Hr 85.000
instalasi limbah

45 | Operator excavator saat Hr 250.000
kejadian bencana

46 | Tenaga pemecah batu Hr 150.000
saat kejadian bencana

47 | Tenaga pengisi bronjong Hr 100.000
saat kejadian bencana

48 | Tukang Las Reklame Hr 300.000

49 | Tukang bongkar panel Hr 240.000

reklame




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 41




